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BUPATI PEMALANG
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 17/ 2008
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN

Menimbang

Mengingat

oY)

KEHUTANAN
KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c

- dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang

Sistim Penyutuhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka
dalam rangka penyelenggaraan penyuluh perlu membentuk
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pemalang ;
bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nonor
Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
kehutenzn, menyebutkan bahwa pembentukan Badan Pelaksana
Penyuluhan pada tingkat Kabupaten ditetapkan dengan
Peraturan Bupali;

bahwa bardasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Pemalang tentang
Pembentukarr Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana
Penyuluhsn Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten
Pemalans.

Undang-Undarng Nemor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Tahun 1974 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041): sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia ~ Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004
Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinthan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Petanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92 : Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4460) ;

7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 200/ tenteng F~mbagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintai, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemeriniahan Daerah Kabupaten/Kota (Lemparan
Negara Republik Incones'a Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negarz Republik Indonesia Pepublik  Indonesia
Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007/ tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN BUPATIL TE.ITANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN

TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIAKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN PEMALANG.

BAB 1
KETENTHAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

N —

Bupati acalah Bupati Pemalang.

. Sekretaris Daeran adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Pemalang.

Badan Pelaksana Penyuluian adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pemalang.

Kepala Badan Polcksana Penyuluhan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertaniar , Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pemalang.

. Sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan selanjutnya disebut Sistim

Penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan,
ketrampi an, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.

,. Penyuluhan Pertaniar, Perikanan dan Kehutaaan yang  sclanjutnya  disebut

Penyuluhan adalah prcses pembela;aran bagi pelaku utama serta pelaku usaha
agar me-eka mau dan mampu menolong dan mengoryanisasikan dirinya dalam
mengakaes informasi - pasar, teknologi - permodalan, dan sumberdaya  lainnya,
~ehagar teaha untake meningkatkan produktivitas, ofisicnst usaha, pendapatan, dan
kesejahteraanya serta - menmgkatian lesadaran dalam pelestarian fungs
linakungan hidup.

Pcrtaniann yang mencakup Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan
Pecernakan yang selanjutnya disebut Pertanian adalah seluruh kegiatan yang
melinuti usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang
pengelolaan sumberdaya alam, hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan
berkelan‘utan denagan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen
untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
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8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan' dao
pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya serta berkele_mjutan, mulal_d—arl
pra proddJksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam
suatu sistem bisnis perikanan.

9. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut pe-.. dengan hutan,
kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan
berkelanjutan. _

10.Pelaku Utama kegiatan Pertanian, Perikanan dan Kehitanan yeig Sednjutnya
disebut Felaku Utama adalah Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan,
petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta
keluarga intinya. |

11.Petani adalah perorangan warga negard indonesia beserta leluarganya atal
korporasi yang mengelola usaha dibidang pertanian, wanatani, minatan,
agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan
yang meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.

17.Pekebun adalah perorangan warga negadra Indonesia atau korporasi vyang
melakukan usaha perkebunan.

13.Peternak adalah perorangan warga negard Indonesia atau korporasi yang
melakukzn usaha peternakan .

14.Nelayan adalah perorangan warga negard Indonesia atau korporasi yang madd
pencahariany: atau kegiatan usahary» melakukan penangkapan ikan.

15.Pelaku Usaha adalah perorangan warga negard Indonesia atau korporasi yang
dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan
dan kehutana .

16.Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya kan, per jolah
ikan dan masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan adalah lembaga yang
ditumbuh kembangkan dari, oleh, ¢an untuk pelaku utama.

17.Penyuluh pertanian, penyulth peril .. an, atau penyuluh kehutanan baik penyuluh
PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut pznyuluh adalah
perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.

18.Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah
pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secarz
penuh oleh pejabat yang berwenang rada satuan organisasi lingkup pertanian,
perikanan atau kehutanan untuk melakukan keyiatan penyuluhan.

19.Penyuluh swasta adaleh penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan / atau
lembaga yang mempunyai kopetensi dalam bidang penyuluhan.

20.Penyuluh sawadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanva dan
warga n asyarakat lainnya yang dengan kesadaranya sendirt madu dan mamu
menjadi nenyuluh,

21.Materi punyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disamipaikan oleh para
penyulul kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang
meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ckonomi, hukum dan
kelestarian lingkungan.

22.Programa penyuluhan pertanian, perikanan, dan kel.ntanan yang selanjutnya
disebut programa penyuluhan adalah rencanc tertulis yang disusun  secara
sistimatic, untuk memberikan arah dan  pedoman  sebagai alat  pennendali
pencapaian tujuan penyuluhan.

03 Rekomer dast adalah - pemberian persetujuan terhadap Leknologi yang  alan
digunakan sebagai materi penyuluhan.

24.Kelembagjaan penyuluhan adalah lembaga p“merintah dan / atau masyarakat yang
mempunyai tugas dan fungsi menyclenggarakan penyuluhan.

)5 Komosi enyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang celanjutnya disebut
Komisi Pznyuluhan adalah kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat
pusat, p-ovin.. dan kabupaten/kot‘a yang lerdiri para pckar dan / atau pruktisi
yang  mempunyer keablian dans kepeduhan dalam bidang  penyuluhan atau
pembancunan pedesacn.
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BAB I

PEMBEMTUKAN

Pasal 2

Dengan Per~turan Bupati ini dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pemalang.

BAB IIi
KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Badan Felaksana Penyuluh merupakan bagi.n dari Perangkat Caerah yang

menyelenggarakan Kegiatan Penyuluhan.

(2) Badan Pelaksana Penyuluh dipimpin oleh scorang Kepala yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikenan dan Kehutanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), bertugas :

d.

b.

menyusun kebijakan dan program penyuluhan Kabupaten yang sejalan dengan
kebijakari dan program penyuluhan previnsi dan nasional ;

melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan
metodle jenyuluhan ;

melaksanakar pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi
penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha ;

. melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan

kelembagaan, ketenagaan, sarana Jan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan ;
menumbuhkembangkan dar memf ... itasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi
pelaku utama dan pelaku usaha ; dan

melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dar swasta melaiul
proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan terdiri deri :

a. Kepala Badan ;
b. Sekre ariat Badan terdiri dari :
1. St b Bagian Perencanaan ;
2. SuDb Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Umum.
¢. Bidanj Pertanian ;
. Bidanyg Perikanan
e. Bidang Kehutanan ;
f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
(. Balar Penyuluhan Tingkat Kecamatan.

() Sekretanat seboganmana dimaksud nada ayat (1) dipimpin oleh scorang Selretaris

yang bercedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksucl pada ayal (1) masing masing dipimpin oleh

searang Kepala Bidang yang betkedudalan di bawah dan bertanggung jawab
kepada lepala Badan melaloe Sekectane.
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(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

seorang pejabat fungsional senior yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(5) Balai Penyuluhan Tingkat Kecamatan dikoordinir oleh seorang fungsional dalam

melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan Penyuluh melalui Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 6
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dan kelompok jabatan
wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikai
dan horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di
lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah
sesuai tugas masing-masing.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Penjabaran uraian tugas Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan, Sekretariat Badan,
Kasub Bagian, Kepala Bidang, Koordinator Kelecmpok Jabatan Fungsional dan
Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan
Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Pemalang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Diundsngksn di Pemalang Ditetapkan di Pemalang
pads tenggel 2 Juni 2008 /;gaﬁtagggal 2Juni 2008
.,‘ /‘\ \
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR TAHUN 2008
TANGGAL 2 Juni 2008

SUSUNAN ORGANISAS! DAN TATA KERJA
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN PEMALANG
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